
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR   29  TAHUN  2013 

TENTANG  

PELAKSANAAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) 

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 

pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

SALINAN 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 

1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

58); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaaan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4954); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 

Nomor 7); 

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 

Tahun 2010 tentang Penambahan Rincian Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 13); 

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang Mempunyai 

Redaksi Sama dengan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota 

(Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2011 Nomor 12); 

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 

Tahun 2012 tentang Batasan Penyelenggaraan Rincian Urusan 

Pemerintahan Lintas Kabupaten/Kota yang Menjadi 

Kewenangan Provinsi (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 45); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN NORMA, 
STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak 

dan kewajiban pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-

fungsi yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

2. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 

pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, 

berkaitan dengan pelayanan dasar. 

3. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan 

berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 

kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 



4. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disebut NSPK adalah 

petunjuk untuk melaksanakan urusan wajib dan pilihan. 

5. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

6. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

7. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 

8. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

9. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah 

unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Daerah, dan 

lembaga teknis daerah. 

10. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

11. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya. 

12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

 

Pasal 2 

(1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah agar SOPD Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan urusan wajib dan pilihan sesuai 

dengan NSPK yang dikeluarkan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non 

Departemen. 

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan 

penjelasan dan ketegasan implementasi urusan di SOPD Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 

Pasal 3 

Pelaksanaan urusan wajib maupun urusan pilihan mengacu pada NSPK. 

 

Pasal 4 

(1) Urusan wajib meliputi: 

a. pendidikan; 

b. kesehatan; 

c. lingkungan hidup; 

d. pekerjaan umum; 

e. penataan ruang; 

f. perencanaan pembangunan; 



g. perumahan; 

h. kepemudaan dan olah raga; 

i. penanaman modal; 

j. koperasi dan usaha kecil dan menengah; 

k. kependudukan dan catatan sipil; 

l. ketenagakerjaan; 

m. ketahanan pangan; 

n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 

p. perhubungan; 

q. komunikasi dan informatika; 

r. pertanahan; 

s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 

t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, 

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; 

u. pemberdayaan masyarakat dan desa; 

v. sosial; 

w. kebudayaan; 

x. statistik; 

y. kearsipan; dan 

z. perpustakaan. 

(2) Urusan pilihan meliputi: 

a. kelautan dan perikanan; 

b. pertanian; 

c. kehutanan; 

d. energi dan sumber daya mineral; 

e. pariwisata; 

f. industri; 

g. perdagangan; dan 

h. ketransmigrasian. 

Pasal 5 

Tata cara pelaksanaan NSPK: 

a. SOPD melaksanakan NSPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang dikeluarkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Non Departemen. 

b. Apabila Menteri/Kepala Lembaga Non Departemen belum menetapkan NSPK 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pemerintah Daerah 

menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan sampai dengan ditetapkannya NSPK. 



c. Apabila peraturan perundang-undangan terkait sebagaimana dimaksud dalam

huruf b belum ada, SOPD dapat menyusun/menetapkan kebijakan dengan

melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Departemen, pengampu

urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan instansi terkait.

Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

   Ditetapkan di Yogyakarta 

   pada tanggal 17 Mei 2013 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

TTD 

HAMENGKU BUWONO X 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 17 Mei 2013 

SEKRETARIS  DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

TTD 

ICHSANURI 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 29 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

ttd 

DEWO ISNU BROTO I.S. 
NIP. 19640714 199102 1 001 


